
2. Undang-Undang ... 

1. 

c. 

b. 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentanf Sistem 
Pendidikan Nasional bahwa pendidikan 
diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 
pendidikan; 
bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
Seketariat W akil Presiden Repu blik Indonesia, dan 
Pemerintah Kabupaten Sin tang Nomor 
2223/B/KS/2018, 05/TNP2K/Ol/2018, dan 
420/ 1/BAPPEDA/2018 tentang Program Rintisan 
Kebijakan Kinerjadan Akuntabilitas Guru Tahun 2018 
perlu ditetapkan landasan hukum untuk pelaksanaan 
Program Rintisan KIAT Guru; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Sintang tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan 
Akuntabilitas Guru Tahun Anggaran 2018. 

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 
19~3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kahmantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nornor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor '!2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

a. 

BUPATI SINTANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN 
KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2018 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR ~3 TAHUN 2018 

BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

·,-_..., 



Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 ~omor 19_4, Tambahan Lembaran Negara 
R~pubhk Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 19 
Tahun. 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang G .. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2i~~ 

9. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ 
Nomor 4578); · 

8. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670); 

7. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republlik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. 



MEMUTUSKAN ... 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sntang Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 
Tahu~ 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 
Nomor 17). 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016- 
2021; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 6); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 

10. Peaturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 23, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6058); 



13. Bendahara ... 

12. 

10. 
11. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

Kabupaten adalah Kabupaten Sint.ang. 
Pemerintah Daerah adalah Pcmerintah Kabupaten Sintang. 
Bupati adalah Bupati. Sintang. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sintang. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
masyarakat serta golongan kebudayaan untuk membantu Presiden 
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 
Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kerniskinan, yang selanjutnya 
disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskin.an yang sisinan keanggotaannya telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagai wadah koordinasi 
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk 
melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh 
Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada 
Presiden Repu blik Indonesia. 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP adalah instansi pemerintah 
~ang me~~unyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan 
mtemal di lmgkungan pemerintahan pusat/ dan atau daerah. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selak en 
a~ggaran/pengguna barang. p gguna 
~ma; ad;~ah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang 
K epba a m~s adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuday~ a upaten Smtang. 
Pejabat Pengelola Keuan D h . 
adalah K 1 S gan . aera yang selanJutnya disingkat PPKD 

epa a atuan KeIJa Pengelol K 
mempunyai tugas melaksanaka a euangan Daerah yang 
Belanja Daerah (APBD) d b ~ pengelolaar:1 Anggaran Pendapatan dan 

an ertmdak sebagru Bendahara Umum Daerah. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
Pasal l 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan Pl~IV\TUl~AN 13UPATJ 81N'l'ANO Tl~NTANO PETUN,JUK 
Tl(l(Nl8 Pl.1;LAl<HANAAN Pl?OORAM R1NTI8AN 
1<11;nk/Al<AN l<ll1;f'~JA DAN AKUNTABJLITAS GURU 
TAHUN /\NGO/\IV\N 201.8 

M fCMU'T'USl<AN : 



27. Tim Koordinasi ... 

26. 

25. 

24. 

23. 

22. 

21. 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

J 5. 

13. Bendahara Umum Daerah ynng selnnjutnva disingkat BUD adalah 
pejabat yang bertugas m lakukan pengclolann keuangan daerah. 

14. Kuasa Bendnhara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk rnelaksanakan sebagain tugas 
BUD. 
Pejahat Pr-natausahaan KruRnRIUl SKPD yang selanjumya disingkat PPK 
SKPD adalah pejabat yang rnelaksanakan Iungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 
Bendahara Pengeluaran adalah penjabat furigaional yang ditunjuk 
rnenerirna, rnenyirnpan. mernbavarkan. menat au sa haknrt. dan 
mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 
Surat Permintaan Pernbayaran yang selarij u t nva disingkat SPP adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh bendahara peng luaran untuk 
mengajukan perrnintaan pernbayaran. 
Surat Perintah Mcmbayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguria anggaran/kuasa 
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD. 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening ternpat penyimpanan uang 
daerah yang duentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah ppada bank yang ditetapkan. 
Surat Perinrah Pencairan Dana yang selanju tnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 
oleh BUD berdasarkan SPM. 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah Desa adalag Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 
lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 
Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang berindeks lebih kecil a tau sama 
dengan 0,479 menurut Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh 
Kementerian Desa, Pebangunan Daerah Tertinggal, dan Transrnigrasi. 
Masyarakat adalag kelompok atau komunitas yang saling berinteraksi 
a.tau indi~du yang sating bergantung antara satu dan lainnya yang 
tmggal di desa sangat terpencil yang menerima manfaat dari 
penyelenggaran pelayanan. 
Program Rinti.san kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang 
se!a~Jutnya disebut Program Rintisan KIAT Guru adalah Program 
~o~tas Pemerint~ dalam penyaluran tunjangan khusus yang 
dikaitkan dengan tingkat kehadiran atau kualitas Iayanan bagi guru 
yang menjadi sasaran Program KIAT Guru di daerah khusus. 



39. Pengawasan ... 

27. Tim Koordinasi Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tim yang 
melakukan koordinas pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja 
dan Akuntabilitas Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Buapti. 

28. Sekolah peserta adalah sekolah dasar yang terpilih sebagai peserta 
Program Rintisan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibagi 
menjadi sekolah Kelompok Kontrol dan sekolah Kelompok Pendekatan. 

29. Guru Peserta adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Guru bukan 
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Peserta dan ditetapkan 
sebagai peserta Program KIAT Guru melalui Keputusan Bupati. 

30. Guru Peserta Penerima Tunjangan adalah guru peserta yang telah 
ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus melalui Keputusan 
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

31. Penyedia Layanan adalah guru dan kepala sekolah yang ditugaskan di 
Sekolah Peserta sebagai institusi penyelenggara layanan pendidikan 
dasar. 

32. Pengguna Layanan adalah masyarakat penerima manfaat pelayanan 
Pendidikan dasar di Sekolah Peserta, antara lain tokoh agama/tokoh 
masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di 
Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan 
perwakilan masyarakat lainnya serta masyarakat adat terpencil. 

33. Kesepakatan Layanan adalah janji layanan pengguna dan penyedia 
layanan yang telag disepakati oeh kedua belah pihak untuk 
meningkatkan layanan pendidikan dasar di Sekolah Peserta. 

34. Penilaian Layanan Guru adalah penilaian tingkat kehadiran dan kualitas 
layanan Guru Peserta berdasarakan daftar hadir guru dan hasil 
pengawasan Elektronik serta kualitas layanan yyang dibuktikan dengan 
nilai Formulir Layanna Guru oleh kelompok Pengguna Layanan. 

35. Kader Desa adalah anggota masyarakat desa setempat yang secara suka 
rela bersedia memfasilitasi kegiatan Program Rintisan KIAT Guru di 
tingkat desa dan dipilih sesuai kriteria dan tata-cara pemilihan yang 
telah ditetapkan serta disahkan keberadaannya melalui Surat 
Kepu tusan Kepala Desa. 

36. Kelomp?k Pengguna Layanan yang selanjutnya disingkat KPL adalah 
perwakilan Pengguna Layanan yang beranggotakan berbagai unsur 
~asyarakat, dipilih oleh masyarakat dan pemerintah desa, selanjutnya 
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. 

37· Fo~.u~ir ~~yanan Guru yang selanjutnya disingkat FLG adalah formulir 
berisi janji layanan guru yang disepakati Bersama antara guru dan 
:epala s~dkolah se~agai penyedia layanan dengan masyarakat dan orang 
ua mun sebaga1 pengguna layanan. 

38. Formulir Pencocokan K h di G 
adalah fo Ii . e a tran uru yang selanjutnya disingkat FPKG 
di sekola~u ir yang d1gunakan oleh KPL untuk menilai kehadiran guru 
daftar hadir ;:~ai:1~::a:.~~cocokan daftar hadir guru menual dengan 



Pasal 5 ... 

Persiapan pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru yang sudah mulai 
dilaksanakan sejak Tahun 2017 meliputi: 
a. Pelaksanaan kajian pelayanan pendidikan sekolah dasar; 
b. Pelaksanaan survey Sekolah Peserta dan masyarakat, dan penilaian 

kemampuan dasar murid di semua Sekolah Peserta; 
c. Pengelompokan Sekolah Peserta menjadi sekolah Kelompok Kontrol dab 

Kelompok Pendekatan dengan 3 (tiga) macam Kelompok Pendekatan: 
1. Kelompok penekatan 1 {satu), dimana masyarakat akan dilibatkan 

dalam upaya peningkatan layanan pendidikan di Sekolah Peserta 
selanjutnya disebut Komponen Pemberdayaan Masyarakat; ' 

2. Kelompok pendekatan 2 (dua), dimana dilakukan Komponen 
Pemberdayaan Masyarakat, dan pembayaran tunjangan khusus 
berdas~kan kehadiran guru yang dibuktikan dengan pengawasan 
elektromk dan verifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan; dan 

3. Kelompok pendekatan 3 (tiga), dimana dilakukan Komponen 
Pemberdayaan Masyarakat, dan pembayaran tunjangan khusus 
berdasarkan kualitas layanan guru yang dinilai oleh kelompok 
Pengguna Layanan. 

Bagian Kesatu 
Perisapan Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru 

Pasal 4 

Tata Kelola Program Rintisan KIAT Guru meliputi: 
a. Persiapan pelaksanaan Program KIAT Guru; 
b. Pelaksanaan Kesepakatan Layanan dan Penilaian Layanan Guru; 
c. Pembayaran tunjangan khusus bagi Guru Sekolah Peserta; dan 
d. Evaluasi dampak dan rekomendasi. 

Pasal 3 

BAB Ill 
TATA KELOLA PROGRAM RINTISAN KIAT GURU 

kelola 
dalam 

Tujuan peraturan ini adalah sebagai dasar pengaturan tata 
pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru Tahun Angg~an 20.18 
rangka meningkatkan kualitas layanan guru dan hasil belajar mund. 

Pasal 2 

BABil 
TU JUAN 

39. Pengawasan Elektronik adalah kegiatan untuk merekan dam 
merekapitulasi kehadiran guru dan kepala sekolah untuk kelompok 
pendekatan 2 (dua) dengan menggunakan alat elektronik berupa kamera 
telepon genggam. 

40. KIAT Nilai adalah aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk 
merekam, menghitung, menyimpan dan melaporkan hasil penilaian 
kinerja dan akuntabilitas guru secara berjenjang dari tingkat sekolah, 
kabupaten dan nasional. 



Pasal 9 ... 

(1) Pengguna Layanan melaksanakan janji layanan yang telah disepakati 
dengan. Penyedia Layanan dan dapat diperbaharui. 

(2) :enl yedia Layanan melaksanakan janji layanan guru dalam FLG setiap 
u an dan dapat diperbaharui. 

(3) Pembaharuanjan" I . 
(2) dilak ka JI ~yanan guru sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dan ayat 

u n melalu1 pertemuan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali. 

Pasal 8 

(1) Persiapan pelaksanaan Layanan meliputi pertemuan Penyedia Layanan 
dan Pengguan Layanan untuk membentuk Kesepakatan Layanan. 

(2) Persiapan Pelaksanaan Penilaian Layanan Guru meliputi pembentukan 
TKD, pemilihan kader desa dan KPL, dan penyusunan Kesepakatan 
Layanan dan FLG. 

(3) Pembentukan TKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(4) Pembentukan Kader dan KPL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 7 

Pelaksanaan Layanan dan Penilaian Guru program Rintisan KIAT Guru 
meliputi: 

a. Persiapan pelaksanaan layanan dan penilaian guru; 
b. Pelaksanaan layanan; 
c. Pelaksanaan penilaian guru; 
d. Pelaporan hasil penilaian layanan guru; 
e. Verifikasi dan penetapan hasil penilaian layanan guru; 
f. Pengajuan koreksi hasil penetapan penilaian layanan guru; 
g. Pengendalian pelaksanaan Penilaian Layanan Guru. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Kesepakatan Layanan dan Penilaian Layanan Guru 

Program KIAT Guru 
Pasal 6 

(1) Sekolah dan Guru peserta Program KIAT Guru Tahun 2018 ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Penetapan sekolah dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Sekolah peserta yang telah menyelesaikan tahap awal pelaksanaan 

Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2017; 
b. Mutasi masuk maupun mutase keluar terhadap guru dan kepala di 

Sekolah Peserta tidak dapat dilakukan selama Program Rintisan ini 
masih berjalan dengan berpedoman sesuai peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 5 



Bagian Ketiga ... 

Ketentuan lebih 1 · t · La anju mengearn Pelaksanaan Layanan dan Penilaian 
m::ian Guru Program Rinti~an KIAT Guru tercantum dalam lampiran I yang 

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

Pengendalian pelaksanaan Penilaian Layanan Guru dilakukan oleh TKD 
dengan meliba~kan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan pengawas 
eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 12 

Penyedia layanan dan/atau KPL dapat mengajukan koreksi hasil Penilaian 
Layanan Guru paling lambat satu bulan setelah kepala sekolah menyetujui 
hasil Penilaian Guru. 

Pasal 11 

( 1) Kepala Sekolah mengirimkan hasil Penilaian Layanan Guru ke Dinas 
Pendidikan baik dalam bentuk dokumen fisik mapun elektronik setiap 
bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

(2) Dinas melakukan verifikasi administrasi hasil Penilaian Layanan Guru 
setiap triwulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dengan 
melibatkan pengawas sekolah. 

(3) Kepala Dinas menetapkan hasil Penilaian Layanan Guru setiap triwulan 
berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

(4) Hasil Penilaian Layanan Guru PNSD dan bukan PNSD yang telah 
ditetapkan dikirimkan ke Direktorat Jenderal Guru dan tenaga 
Kependidikan Kemendikbud paling lambat 1 (satu) hari setelah 
ditetapkan. 

Pasal 10 

Pasal 9 
(1) Pelaksanaan Penilaian Layanan Guru dilakukan dalam rentang 1 (satu) 

bulan sesuai dengan kalender akademik oleh KPL. 
(2) Pelaksanaan penilaian layanan guru oleh KPL sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat melibatkan di antaranya komite sekolah, pengawas 
sekolah, Pemerintah Desa, dan perwakilan orang tua murid. 

(3) Pelaksanaan pertemuan penetapan Penilaian Layanan Guru dilakukan 
dalam pertemuan rutin bulanan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan 
berikutnya. 

(4) Pelaksanaan pertemuan rutin bulanan difasilitasi Kader Desa dengan 
melibatkan KPL, sekolah, Pemerintah Desa serta dapat dihadiri pengawas 
sekolah, komite sekolah dan perwakilan orang tua. 

(5) Kepala Sekolah menyetujui hasil Penilaian Layanan Guru yang telah 
disepakati dalam pertemuan rutin bulanan dan diketahui oleh KPL dan 
Pemerin tah Desa. 



Pasal 19 ... 

Besaran pembayaran Tunjangan Khusus kepada guru PNSD peserta Program 
Rintisan KlAT Guru perhitungannya dilakukan setiap bulan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 1 (satu), setara 1 (satu) kali 

gaji pokok pada golongan/jabatan fungsional yang sama per orang per 
bulan; 

b. Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 2 (dua), dihitung 
berda~rkan 1 (satu] kali gaji pokok per bulan pada golongan/jabatan 
fungsional dengan memperhitungkan tingkat kehadiran guru 
bersangkutan per bulan; 

c. Guru PNSD di sekolah kelompok pendekatan 3 (tiga), dihitung 
berda~arkan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan pada golongan/jabatan 
f ungsionnj dengan memperhitungkan tingkat kualitas layanan guru 
bersangkutan per bulan. 

Pasal 18 

Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 17 

Dokumen SPM tunjangan khusus guru peserta Program KIAT Guru ke 
Bendahara Umum Daerah merujuk kepada Peraturan Bupati tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
2018. 

Pasal 16 

Pembayaran Tunjangan Khusus guru bukan PNSD meliputi: 
a. Perhitngan besaran pembayaran tunjangan khusus; 
b. Menyampaikan hasil perhitungan besaran pembayaran tunjangan khusus 

kepada Ditjen GTK. 

Pasal 15 

Pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD Sekolah Peserta meliputi: 
a. Perhitungan besaran pembayaran tunjangan khusus; 
b. Pengajuan pembayaran tunjangan khusus; 
c. Pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus; 
d. Pengelolaan sisa dana pembayaran tunjangan khusus. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Peserta 

Pasal 14 



Pasal 22 ... 

(1) Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pembayaran tunjangan khusus 
Program Rintisan KIAT Guru setiap triwulan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disarnpaikan kepada ketua 
TKO Program KIAT Guru dan tembusan kepada ketua tim pengarah. 

(3) Laporari sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) merupakan salah satu 
bahan pengawasan, pernbinaan, pemantauan, dan evaluasi proses 
pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT 
Guru. 

Pasal 21 

a. Hru ii Pe nilaian Lavan n Guru ber ngkut n untuk bu Inn berkenaan 
belurn duerima oleh Dine . 

b. I\ lengkapan dan z , tau keabs h n drrurust rnsi gum b -rsarigku tan 
untuk bulan t r ke naan mas ih perlu perbruk an. 

(2) Pernbuvaran iu njangan kh u u terk It dt>11p,a11 korichai sf'hHp;Aimana 
dimuk sud p~H.I ~ t ( 1) d pat drlaku k in seteIa h ha sil I 'e n ilsuan Lavanan 
Guru dnny atnu perbaikan adrrurustra I te lah direrirnn Limas Perid idi kan. 

(3) I Iasil Perul 11 n Layanan Guru dan/atau perbaikan adrninistrasi 
sebagarrn na dirnak ud padaaj at (2) drterirna Oinas paling lambat l (satu) 
bul m setel h e nfikasi. 

(4) D 1 m hal terjadi kurang dan/atau lebih bayar karena kesalahan 
perhirungan, koreksi hasil perulaian, dana tau kondisi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka pernbayaran kurang dan/atau lebih dapat 
diperhitungkan pada pernbayaran tnwulan berikutnva. 

(5) Dalam hal terjadi kurang dan/atau lebih bayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) terjadi unruk triwulan keempat, maka pemba aran kurang 
dan/atau lebih dapat diperhitungkan pada triwulan pertama tahun 
anggaran berikutnya. 

dit ernu kan: 

( l ] Turijangan Khu us guru pe rtr Program Rintis rn KIAT ,uru untuk 
bulan tert ntu belum dapat dibay ark n jika tel h v nfik u,i triwulan 

Pasal 20 

( 1) Pftmbtwnrnn turuangnn khu u~ rl1lAku knn 8"UAJ> tnwulan kf' rekemng 
guru I SD prtk"r11l Progrnm ~mhMn ..:1.+\T ,uru 

{21 J"mhn~·nrnn M"tm,A1mnn11 dimnk ud pm! v t fl 1. dab,kuknn !M"tt"lnh 
Krp 1lA DtnR!\ menerapkan ho &I perul I n tml{k t kt"h drr n dun kualu · a 
lavnnan R,1n1 

Pl iun, P 1SD d1 kolnh kel mpok pendek t n 2 {du } v ,nR keh du·ftnn~·a 
kurnng dan 5°0. rnaka Tunjangan Khu us guru tersebut unruk bulan 
berkcnaan ndak dapat dibavarkan 

(41 Pernbavaran runjangan khu us guru PN$0 bulan Desernber T hun 2018 
udak drkaitkan dengan hast! Pen ti ran La) Rn n Guru bul n berkenaan. 



BAB IV ... 

Pelaksanaan evaluasi dampak dan rekomendasi Program Rintisan KIAT Guru 
untuk pelayanan pendidikan sekolah dasar meliputi: 
a. Pengukuran akhir kemampuan peserta didik: 
b. Analisis dan pelaporan pelaksanaan; dan ' 
c. Rek~mendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan 

kebijakan nasional dan daerah. 

Bagian Keempat 
Evaluasi Dampak dan Rekomendasi 

Pasal 26 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran tunjangan khusus bagi guru 
PNSD diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 

Sisa dana tunjangan khusus guru PNSD peserta Program Rintisan KIAT Guru 
pada akhir tahun anggaran 2018 di rekening Umum Kas Daerah dikelola 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

(1) Tim Pelaksana TKD melakukan pemantauan setiap triwulan terhadap 
pelaksanaan pembayaran tunjangan khusus guru PNSD peserta Program 
Rintisan KIAT Guru. 

(2) Pembinaan dan pengawasan pembayaran tunjangan khusus dapat 
dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal23 

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sekolah peserta dan/atau 
guru peserta yang dinilai dapat menjadi contoh dan melakukan praktik 
baik dalam pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru. 

(2) Bupati dalam memberikan sanksi kepada Sekolah Peserta dan/ atau Guru 
Peserta yang dinilai telah melakukan praktik kecurangan dana tau 
pelanggaran pelaksanaan penilaian tingkat kehadiran dan kualitas 
layanan guru. 

(3) Pembayaran tunjangan khusus kepada Guru PNSD peserta Program 
Rintisan KIAT Guru dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 22 



(2) Keten tuan ... 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka: 
a. Peraturan Bupati Sin tang Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan 

Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Tahun 
2017;dan 

b. Perat:uran Bupati Sin tang Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Petunjuk 
T~~1s Pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD Peserta Program 
Rmtisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Tahun Anggaran 
2017. 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 31 

BAB VI 
PENUTUP 

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Program 
Rintisan KIAT Guru dilakukan sesuai dengan ketentuan pertauran 
perundang-undangan. 

Pasal 30 

BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN 

(1) Pembiayaan kegiatan KPL dan Kader Desa dibebankan ke APBDes yang 
berumber dari Dana Desa dana tau Tahun Anggaran 2018. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pencairan, 
penggunaan, dan pelaporan dana kegiatan KPL dan Kader Desa diatur 
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati. 

Pasal 29 

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada 
APBD Kabupaten Sintang tahun anggaran 2018. 

Pasal 28 

(1) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus Guru PNSD Peserta 
Program Rintisan KIAT Guru merupakan alokasi anggaran Tunjangan 
Khusus guru pegawai negeri sipil daerah pada APBD Kabupaten Sintang 
tahun anggaran 2018. 

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggaran Tunjangan 
Khusus guru yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2019 yang 
dialokasikan untuk Kabupaten Sintang melalui dana transfer daerah. 

Pasal 27 

BAB IV 
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARAN 



·.1 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR ~<J 

YOSEPHA HASNAH 

tin,,. 
' 

Diundangkan di Sintang t2 
Pada tanggal ':} MAfl.ra- ?-o 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG 

1., ~JAROT WINARNO 

Ditetapkan di Sintang.._ R 
Pada tanggal T, faAfle7 &oi 

BUPATI SINTA 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Pasal 32 

(2) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 
tangga 1 Januari 2018. · 


